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PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

INSPEKTORAT JENDERAL

KEMENTBRRAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KBUANGAN DAERAH

BADAN PBNGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR: 1 19/27O5/IJ

NOMOR: PRJ-002/ D3/ 04/2020

TENTANG

PELAKSANAAN PENGAWASAN PE NYBLBNGGARAAN

PBMERINTAHAN DAERAH

Pada hari iri Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan November, tahun dua

ribu dua puluh, bertempat di Ciawi Kabupaten Bogor, kami yang bertanda

tan蹄m di bawah ini:

1. Tumpak Haposan Simanjuntak　: Inspektur Jenderal Kementerian

Dalam Negeri, berkedudukan di

Jalan Medan Merdeka Timur

Nomor 8 JakaJrta fusat, dalam hal

ini bertindak untuk dan atas nama

Inspektorat Jenderal Kementerian

Dalam Negeri, yang Selanjutnya

disebut PIHAK KESATU.
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Jakar也　Timur, dalam hal ini

bertindak untuk dan atas nama

Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan, yang Selanjutnya

disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, Selanjutnya secara bersama-Sama

disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

bahwa PARA PIHAK telah mengadakan Nota Kesepahaman yang dituangkan

dalam Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri Republik

Indonesia dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor

l 19/4908/SJ dan Nomor MoU-6/k/D3/2020 tentang Koordinasi Thgas dan

Fungsi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Antara

Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan

Perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Pe寄anjian

Ke重ja Sama tentang Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (untuk selanjutnya disebut “Pe章janjian KeIja Sama"),

dengan ketentuan dan syamt sebagaj berikut:

Pas粗l

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari PeIjapjian Ke轟a Sama ini adalah sebagai pedoman

OPerasional bagi PARA PIHAK dalan melaksanakan pengawasan

Penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(2) Tujuan dari Ke直Sama ini adalah untuk mempeI’kuat s血ergitas keIja

sama diantara PARA PIHAK dalam melaksanakan pengawasan

penyelenggaraan pemerintah daerah guna terwujudnya

penyelenggaraan pemerintah daerah yang akuntabel dan Aparat

Pengawasan Intem Pemerintah yang kapabel.
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Pasa12

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perja可ian KeIja Sama ini meliputi:

a. pelaksanaan supervisi kegiatan pengawaLSan di lingkungan pemerintah

daerah;

b. peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intem Pemerintah (APIP);

dan

C.　PengaWalan tata kelola keuangan dan pembangunan daerah.

Pas血3

PELAKSANAAN SUPERViSI KEGIATAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN

PEMBRINTAH DAERAH

(1) PARA PIHAK melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan

SuPervisi kegiatan pengawasan di lingkungan pemerintahan daera血

atas indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian

negara/ daerah

(2) Koordinasi dalam ranjka Pelaksanaan supervisi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK

KEDUA, Pada tahap setelah PIHAK KESATU selesai melakukan analisis

terhadap:

a. laporan hasil pengawasan inspektorat daerah provinsi yang diterima

Oleh PIHAK KESATU;

b. permohonan supervisi dari pemerintah daerah yang diterima oleh

PIHAK KESATU; atau

c. pelaporan/Pengaduan masyarakat yang diterima oleh PIHAK

KESATU.

(3) PIHAK KESATU melakukan analisis sebagainana dimaksud pada ayat

(2) paling sedikit memuat hasu:

a. subjek yang diduga mela血ukan penyalahgunaan wewenang

dan/atau keru車vm negara/daerah;

b. bukti dugaaan penyalahgunaan wewenang dan/atau keru産m

negara/daerah; dan

c. simpulan perlu atau tidak untuk dilakukan supervisi.
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(4) Apabぬhasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpenuhi,

PIHAK KESATU melibatkan PIHAK KEDUA dalam melaksanaan

SuPervisi.

(5) PIHAK KEDUA menindaklapjuti perm血taan PIHAK KESATU

Sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan meminta kepada PIHAK

KESATU untuk melakukan ekspose hasil analisis permasalahan yang

akan dilakukan supervisi.

(6) Supervisi sebagaimana dimaksud pada∴ayat (5) dilakukan dalam

bentuk:

a. peeγ彫拐eすり;

b. ooαC崩I喝d加ip; atau

C. kegiatan supervisi lain sesuai dengan ketentuan peraturan

Perundang-undangan.

(7) Berdasarkan hasil supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bila

diperlukan dapat ditindaklanjuti dengan:

a. peningkatan kompetensi; atau

b. pemeriksaan investigatif.

(8) Pelaksanaan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat

(7) dapat dilakukan secara sendiri atau bersama-Sama PARA PIHAK.

(9) PARA PIHAK menyampaikan hasil pelaksanaan supervisi kepada

Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan termasuk infomasi secara berkala terkait ikhtisar hasil

kegiatan supervisi yang dilakukan oleh PARA PIHAK atas kegiatan

PengaWaSan yang berindikasikan penyimpangan dan penyalahgunaan

WeWenang Oleh Gubemur yang berdampak pada kerugian keuangan

negara/ daerah.

(1O) PARA PIHAK melakukan monitoring terhadap tindak lanjut hasil

SuPervisi atas indikasi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh

Kepala Daerah.

Pas瓢4

PENINGKATAN KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN INTBRN

PEM ERINTAH

(1) PARA PIHAK beke寄a sama dalam rangka meningl蛤tkan kapabilitas APIP
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Daerah secara nasional.

(2) PIHAK KESATU dalam meningkatkan kapabilitas APIP Daerah secara

nasional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mempunyai tugas untuk:

a. Mewajibkan Kepala Daerah agar:

l) menetapkan Kapab址tas APIP LeVe1 3 sebagai salah satu Indikator

Kine重ja Utama Pemerintah Daerah;

2) melakukan pemantauan atas tindak lanjut rencana aksi

Pelaksanaan pencapaian 6 (enam) elemen peningkatan kapabilitas

APIP melalui Sekretaris Daerah dan j雀jaran Tim Pengawasan

Manajemen Daerah ;

3) menetapkan keb$akan dan menerapkan manajemen risiko dalam

PenCaPalan target Indikator Kine重ja Utama. sasaran strategis dan

Indikator KineIja Program Prioritas Daerah; dan

4) menetapkan keb$akan bagi Inspektur Daerah dan calon Inspektur

Daerah untuk memiliki sertifikasi pemimpin organisasi

PengaWaSan intem pemerintah.

b. mew年jibkan Inspektorat Daerah untuk:

l) meningl姐tkan kompetensi Sumber Da3ra Manusia APIP Daerah di

bidang sistem tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian

intem;

2) menyusun dan melaksanakan perencanaan pengawasan berbasis

risiko dalam selumh objek pemeriksaan atau area pengawasan

Serta Pen皿aian kapabilitas APIP yang terencana sebagaimana

tercantum dalam program keIja pengawasan tahunan;

3) melakukan audit tujuan tertentu untuk area yang berisiko tinggi

te重j adinya penyimpangan ;

4) melaksanahan audit kine裏ja untuk memastikam Indikator Kine重ja

Utama dan Indikator Kine重ja Program tercapai dengan baik;

5) meningkatkan kematangan man生jemen risiko;

6) mengimplementasikan penilaian efektivitas manajemen risiko; dan

7) melakukan penjaminan mutu terhadap proses perencanaan

Pembangunan dan anggaran daerah, ProSeS Pengadaan barang

dan jasa serta pelaporan keuangan dan kineIja penyeleng掛raan

Pemerintahaan daerah.
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(3) PIHAK KEDUA dalam meningぬtkan kapab址tas APIP Daerah secara

nasional mempunyal tugas untuk:

a. memberikan atensi/rekomendasi kepada Kepala Daerah dan APIP

Daerah terkait dengan upaya peningl撮tan kapabilitas APIP;

b・ menyedialrm layanan konsultasi bagi APIP Daerah;dan

C" melaksanakan penjaminan kuaHtas atas hasil penilalan mandiri

kapabilitas APIP Daerah.

(4) PARA PII-hAK dalam menin出atkan kapab址tas APIP Daerah secara

nasional bersama-Sama melaksanakan :

a・ Pe剛muSan keb$akan Kementerian Dalam Negeri dan Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tehait dengan penguatan

PengaWasan intem daerah secara nasional;

b. melakukan sinkronisasi penetapan kebijakan perencanaan

PengaWaSan Pemerintahan Daerah dengan prioritas pembangunan

nasion血;

C・ menyediakan pedoman Kapabilitas APIP, Audit Ketaatan, Perencanaan

Pengawasan Berbasis Risiko, dan Audit Kine章ja;

d. memberikan bimbingan teknis peningkatan kapabilitas AHP;

e. meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia APIP; dan

f. 1ukar-menukar irfermasi seca隠berkala atas capaian kapab址tas APIP

daerah.

Pas軸5

PENGAWALAN TATA KELOIA KEUANGAN DAN

PBMBANGU NAN DAERAH

(l) PARA PIHAK bekeIja sama dalam rangka pengawalan tata kelola

keuangan dan pembangunan daerah meliputi:

a. pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah;

b. pengawasan badan usaha milik daerch; dan

C. PengaWaSan keuangan desa.

(2) Pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. PARA PIHAK melakukan pemantauan dan asistensi penyerapan

anggaran pendapatan dan belaIlya daerah;



b・ PARA PIHAK melakukan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur

Sipil negara di daerah terkait pengawasan anggaLran Pendapatan dan

belar巧a daerah;

C・ PARA PIHAK saling tukar menukar data hasil pengawasaLn anggaLran

Pendapatan dan belanja daerah secara periodik; dm

d. PARA PIHAK mensosialisasikan keb$ckan pengawasan angg劃m

Pendapatan dan belanja daerah kepada pemerintah daerah.

(3) Pen幹wasan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) hurufb terdiri atas:

a. PARA PIHAK mela血kan pengawasan atas badan usaha m蘭k daerah,

meliputi:

1) penjaminan mu筒l Sistem tata kelola pemsahaan yang baik,

manajemen risiko dan kepatuhan intemal;

2) evaluasi kineIja BUMD; dan

3) audit tujuan tertentu.

b・ PARA P重HAK melakukan kegiatan peningぬtan kapasitas aparatur

Sipil negara di daerah terkait pengawasan atas badan usaha milik

dae重ah;

C. PARA田嶋AK saling tukar menukar data has孤pengawasan atas badan

usaha milik daerah secara periodik; dan

d・ PARA PIHAK mensosialisasikan kebijakan pengawasan atas badan

usaha血址k daerah kepada pemerintah daerah.

(4) Pengawasan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hunlf

C terdiri atas:

a. PARA PIHAK melal叫kan pemantauan dan asistensi pengelolaan

keuangan desa;

b. PARA PIHAK melakukan kegiatan peningkatan kapasitas aparat

PengaWas intem pemerintah di daerah terkait pengawasan

Pengelolaan keuangan desa;

C・ PARA PIHAK saling tukar menukar data hasil pengawasan atas

Pengelolaan keuangan desa secara periodik;

d. PIHAK KBDUA membantu PIHAK KESATU dalam mengembangkan

Sistem infomasi pengawasan keuangan desa; dan

e. PARA P重HAK mensosialisasikan kebijakan pengawasan pengelolaan
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keuangan desa kepada pemerintah daerah.

Pasa16

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 3, Pasa1 4, dan

Pasa1 5 tidak mengurangi kewenangan PARA FIHAK untuk melaksanalrm

tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasa17

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagal akibat dari pelaksanaan PeIjanjian Ke重ja

Sama ini dibebankan kepada’angg劃an pARA PIHAK sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pa3血8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA P重HAK sepakat melakukan pemantanan dan evaluasi te血adap

Pelaksanaan Pe重janjian Ke寄a Sama ini secara berkala paling sedikit l (Satu)

kali dalan l (Satu) tahun, SeSuai kewenangan PARA PIrRAK berdasarkm

ketentuan peratuItm Perundang-undangan.

Pas孤9

JANGKA WAKTU

(l) Perjanjian Ke重ja Sama ini berlaku terhitung s匂ak tanggal

Penandatangan untuk jangka waktu 5 (uma) tahun sepaI可ang tidak

melebihi jangka waktu keberlakuan Nota Kesepahaman antara

Kementerian Dalam Negeri Republik　血donesia dengan Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor l 19/4908/S.J dan

Nomor MoU-6/k/D3/2O20　tentang Koordinasi Thgas dan Fungsi

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Antara Kementerian

Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

(2) PeIjanjian Ke重ja Sama ini dapat diperpaI可ang dan diakhiri berdasarkan

PerSetujuan RARA PIHAK.



(3) Dalam hal salah satu pIHAK bermaksud mempe重Panjang atau

mengakh正　Perjapjian Ke重ja Sama ini sebelum jangka walctu

Sebagaimana dima.ksud pada ayat (1) berakhir, PIHAK tersebut

memberitahukan secara tertulis kepada P重HAK laimya paling lambat 3

(tiga) b山an sebelum berakhirnya Pe重janjian Ke垂Sana ini.

(4) PeIjanjian Ke直Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendi血ya,

apabfla terdapat ketentuan peraturan pemndang-undangan dan/atau

kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya

Pe重jaI可ian Ke重ja Sama ini tanpa terikat dengan keten血an walctu

Sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1).

Pasa重lO

KERAHASLRAN

(1) PARA PIHAK bertang糾ng jawab atas kerahasiaan, Pengg叫naan, dan

keamanan informasi/ data yang diterima.

(2) PARA P重RAK hanya dapat menggunakan infomasi/data sebagaimana

dimaksud pada ayat ( l) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan

infomasi/data tersebut, tidak boleh dibuka kepada publik dan tidak

boleh dibe轟kan kepada publik kecuali ditentukan lain sesua上dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pas血ll

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEUR励

(1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar force m匂el(r?/ adalah keadaan-

keadaan diluar kekuasaan PARA PIHAK yang tidak dapat diperkirakan

Serta dicegah, meliputi:

a. gempa bumi, taufan, bapjir, tanah longsor, Sambaran petir,

kebakaran, Wabah penyakit, dan bencana alam lalnnya;

b. pemogokan umum, huru hara, Sabotase, Perang, Pemberontakan,

dan kebijakan di bidang moneter;

C. gangguan Sistem yang diakibatkan oleh peretas (hacker) yang

menyebabkan kerugian finansial; dan



d. peraturan atau keb細則pemerintah yang menghalangi mRA

PIHAK untuk secara langsung melaksanakan Pe直njian Ke直

(2) Dalam hal te寄adi keadaan ka.har sebagaimana dimaksud pada ayat (l),

memPengaruhi pelaksanaan kew却ban salah satu PIHAK, PIHAK yang

mengalami keadaan kahar terschut dibebaskan dari tanggung jawab

atas kete。a皿batan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban

berdasa轟ran Pe車重m KeIja Sama ini.

(3) Dalam hal teヰadi keadaan kahar sebagainana dimaksud pada ayat (1ら

PIHAK yang mengal軸ni keadaan kahar tersebut berkewa:jib劃=mtuk

memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK laimya dalan

Perjanjian Ke垂Sama ini paling lambat 7 (tujuh) hari ke重ja terhitung

Sejak terjad血ya keadaan kahar tersebut.

(4) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus melakSanakan kembali

kew担mnya sesuai dengan PeIjanjian Kerja Sama ini setelah keadaan

kahar berakI‘血, nanun aPabぬkeadaan k血ar membuat PeIjanjian

Ke寄a Sama ini tidak dapat dilaksanakan kembali, Para珊息k sepakat

Peヰanjian Ke章ja Sama ini diakhiri.

Pas億12

KORESroNDENS I

(1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA P重HAK dapat

disampaikan dalam bentuk surat tertulis/Surat elektronik ke alamat

Sebagai berikut :

a.　PIHAKKESATU

INSPEKTORAT JENDERAL KBMENTERIAN DALAM NEGBRI

Up　　　: SEKRETARTS INSPEKTORAT JENDERAL

KEMENDAGRI

Alamat　: Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 8 Jakarta Pusat

Telepon　: (021) 3846391

Emall　　: ba餌"enitienda田rl⑦suoermail.id

b.　PIHAKKEDUA
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DEPUTI KEFALA BPKP BIDANG PENGAWASAN

PENYBLENGGARAAN KEUANGAN DAERAH BADAN PENGAWASAN

KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Up　　　: DIREKTUR PENGAWASAN TATA KELOLA

PEMERINTAH DAERAH

Alamat　: Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta Timur

Telepon : (021)85910O31

Bmail　: deputi4. 1@bpkp.go.id

Pasal 13

PERUBAHAN

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur serta perubahan atas

Pe重janjian Keria Sama ini akan diatur kemudian secara musyawarah

mufakat oleh mRA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu

Perubahan/addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Pe章janjian Keヰa Sama ini.

Pas血14

PENYELE SAIAN PBRSILIS重HAN

Dalam hal teIjadi perbedaan pendapat atau pe巾edaan penafeiran mengenal

PeIjanjian KeIja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan

Secara muSyaWarah dan mufakat.

Pas心15

PENUTUP

Pe寄anjian Ke轟a Sama iri‖血buat dalam ran出ap 2 (dua), maSing-maSing

bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah

ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK.
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